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ABSTRAK

LUTFIATUL HIKMAH. Penerapan Fraud Control Plan Di Inspektorat
Daerah Kota Pekalongan

Pemerintah membentuk sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan
penyelenggaraan di pemerintah. Sistem yang dimaksud adalah Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan oleh Inspektorat dan
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang sering disebut dengan
BPKP, melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Sistem yang digunakan
untuk pencegahan fraud pada Insepktorat Kota Pekalongan yaitu Fraud Control
Plan (FCP) yang merupakan tindakan pencegahan serta pendeteksian sejak dini
terhadap fraud. Menurut (Rosari et al., 2021) Fraud merupakan tindakan yang
dilakukan secara sengaja atau melakukan suatu tindakan kejahatan dengan
mempengaruhi suatu individu untuk melakukan tindakan yang merugikan dan
dilakukan dengan sengaja. Dalam (Peraturan Bupati Pekalongan, 2022)
pengimplementasian FCP mempunyai atribut untuk pencegahan fraud yang
meliputi adanya kebijakan anti fraud, struktur pertanggungjawaban, manajemen
risiko fraud, kepedulian pegawai, kepedulian masyarakat, sistem pelaporan fraud,
perlindungan pelapor, pengungkapan kepada pihak eksternal, sistem investigasi,
serta sistem perilaku disiplin.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode
studi kasus. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian
dilakukan pada objek Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, jenis sumber data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah primer dan sekunder.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Inspektorat Daerah Kota Pekalongan
telah merancang dan menerapkan strategi pencegahan melalui pembentukan tim

yang bertanggungjawab untuk penanganan fraud dan menyusun kebijakan anti
fraud.

Kata Kunci: Fraud Control Plan, Fraud, Atribut Fraud Control Plan
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ABSTRACT

LUTFIATUL HIKMAH. Implementation Of The Fraud Control Plan At The
Regional Inspectorate Of Pekalongan City

The government has issued many forms of systems to realize better
governance. So in realizing good government governance, the government forms a
system that can control all administrative activities in the government. The system
in question is the Government Internal Control System (SPIP) which is implemented
by the Inspectorate and the Financial and Development Supervisory Agency or
often referred to as the BPKP, through the Government Internal Supervisory
Apparatus. The system used for fraud prevention at the Pekalongan City
Inspectorate is the Fraud Control Plan (FCP) which is an act of prevention and
early detection of fraud. In (Pekalongan Regent Regulation, 2022) the
implementation of the FCP has attributes for fraud prevention which include the
existence of an anti-fraud policy, accountability structure, fraud risk management,
employee care, community concern, fraud reporting system, whistleblower
protection, disclosure to external parties, investigation system, as well as a
disciplinary behavior system.

This research is qualitative research using the case study method. The
choice of this method was based on the consideration that the research was
conducted on the object of the Regional Inspectorate of the City of Pekalongan, and
the types of data sources used in this study were primary and secondary.

The results of the study show that the Regional Inspectorate of Pekalongan
City has designed and implemented a prevention strategy by forming a team that is
responsible for handling fraud and developing anti-fraud policies.

Keywords: Fraud Control Plan, Fraud, Attribute Fraud Control Plan
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. hamzah ~ Apostrof
< Ya Y Ye

I1. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.
Contoh :J 3 = nazzala
& = bihinna

I11. Vokal Pendek
Fathah (o’ ) ditulis a, kasrah (o ) ditilis I, dan dammah (o _ ) ditulis u.

IV. Vokal Panjang
Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u,
masing-masing dengan tanda penghubung (~ ) diatasnya.
Contoh :
1. Fathah + alif ditulis a, seperti 3 ditulisfala.
2. Kasrah + ya’ mati ditulis I seperti :Jw=ii, ditulis tafsil.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti J sl ditulisusul.

V. Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis ai ¥ ditulis az-Zuhaili
2. Fathah + wawu ditulis au 4153 ditulis ad-Daulah

VI. Ta’ Marbuthah di akhir kata
1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang
sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan
sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: &la¢l) 4 ditulis
bidayah al-hidayah.

VII. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang
mengiringinya, seperti ¢ ditulis anna.

2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof,(, ) seperti
s ditulis syai,un.

3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan
bunyi vokalnya, seperti <% ditulis raba’ib.

4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang
apostrof (, ) seperti 03U ditulis ta khuzuna.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam
1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti 3_3 ditulis a/-Bagarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf ‘I’ diganti dengan huruf syamsiyah
yang bersangkutan, seperti Ll ditulis an-Nisa .
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilaksanakan oleh
Inspektorat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang
sering disebut dengan BPKP, melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
Di dalam (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014) “Perangkat Daerah
adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan
urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Badan Pengawasan
Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kabupaten, Inspektorat Kota,
serta Inspektorat Provinsi yaitu unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh
Inspektur, yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati, Walikota dan
Gubernur”. Pada dasarnya, Inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor
internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan
pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala
daerah. Lembaga ini merupakan suatu bentuk lembaga pengawas dilingkungan
pemerintah daerah. Inspektorat dianggap sebagai tangan kanan kepala daerah
yang lebih dulu melakukan pengawasan sebelum pemeriksaan eksternal
dilakukan.Tanggungjawab APIP inspektorat tidak hanya watchdog, tetapi juga
berperan sebagai konsultan dan penjamin mutu, dimana dalam tugasnya akan
banyak melakukan tindaka yang bersifat pencegahan atau preventif. Peran

APIP yang efektif dapat terwujud jika didukung dengan Auditor yang



professional dan kompeten dengan hasil audit intern yang semakin berkualitas.
(Kurniasari, 2020)

Sebagai auditor internal pemerintah atau yang sering disebut dengan
Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai
lembaga pemerintah dari pihak internal pemerintah untuk mencegah terjadinya
fraud. Menurut (Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, 2022) sistem yang
digunakan untuk pencegahan fraud pada Insepktorat Kota Pekalongan yaitu
dengan Fraud Control Plan (FCP) yang merupakan tindakan pencegahan serta
pendeteksian sejak dini terhadap fraud bagi organisasi atau keseluruhan
strategi pengendalian kecurangan yang diikhtisarkan dalam suatu dokumen dan
disahkan oleh pimpinan entitas pemilik risiko kecurangan dalam rangka
pencegahan dan pendeteksian fraud. Dalam (Peraturan Bupati Pekalongan,
2022) pengimplementasian FCP mempunyai atribut yang meliputi adanya
kebijakan anti fraud, struktur pertanggungjawaban, manajemen risiko fraud,
kepedulian pegawai, kepedulian masyarakat, sistem pelaporan fraud,
perlindungan pelapor, pengungkapan kepada pihak eksternal, sistem
investigasi, serta sistem perilaku disiplin. FCP adalah program yang
terintegrasi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan untuk menangkal,
mencegah, dan memudahkan penindakan kejadian fraud. Inspektorat sebagai
audit internal mempunyai peran sebagai penilaian independen suatu organisasi
yang mempunyai tujuan untuk menguji serta mengevaluasi seluruh aktivitas
yang dilakukan oleh organisasi, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan

mempunyai bukti laporanya. Oleh karena itu, pemeriksa internal ataupun audit



internal hendaknya melakukan sebuah analisis dan evaluasi untuk penilaian
serta memberikan saran-saran yang berguna untuk perbaikan kedepan, dan juga
mempunyai peranan yang kompleks, yakni tidak hanya melakukan audit
keuangan saja tetapi juga melakukan audit kinerja, audit sistem informasi, audit
investigasi, dan juga memberikan jasa konsultasi.

Menurut (Rosari et al., 2021) Fraud merupakan tindakan yang dilakukan
secara sengaja atau melakukan suatu tindakan kejahatan dengan mempengaruhi
suatu individu untuk melakukan tindakan yang merugikan dan dilakukan
dengan sengaja. The institute of Internal Auditor (I1A) dalam Karyono (2013:
4-5) Tindak kecurangan adalah rangkaian tindakan pelanggaran hukum yang
disengaja dan dilakukan secara sadar. Artinya bahwa kecurangan merupakan
tindakan penyimpangan terhadap kode etik perusahaan yang dilakukan secara
sengaja untuk mengambil keuntungan pribadi dengan memberikan suatu
informasi yang keliru kepada pihak eksternal maupun internal organisasi.

Kasus fraud di Indonesia berkembang dengan sangat cepat dan luas,
istilah fraud lebih sering dikenal dengan sebutan korupsi yang identik dengan
pemerintahan. Seperti contoh pada Inspektorat Daerah Kota Pekalongan.
Menurut (Inspektorat Daerah Kota Pekalongan, 2022) jenis fraud yang
dilaporkan berupa korupsi, kolusi, Nepotisme, Pelanggaran terhadap asas-asas
umum pemerintahan yang baik, Pelanggran terhadap disiplin PNS, Pelanggaran
terhadap pedoman kode etik, Penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk
kepentingan pribadi ataupun golongan, serta Pelanggaran terhadap prinsip

standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Menurut (Mediajateng,



2017)Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan melakukan penahanan terhadap
kedua tersangka kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Bank Perkreditan
Rakyat atau BPR BKK Kecamatan Pekalongan Barat pada 13 April 2017. Kasi
Intel Suherman mengatakan kedua tersangka bernama Agus Doso Mulyono
sebagai diretur BPR BKK Kecamatan Pekalongan Barat dan Dias Hanungko
Sambada seaku kepala sub bagian perkreditan. Menurut Suherman dua petinggi
tersebut ditahan karena terjerat kasus tindak pidana korupsi tentang
penyalahgunaan wewenang sehingga meneyebabkan kerugian negara yakni
355 juta. Suherman menambahkan kedua tersangka akan dijerat dengan dua
pasal yakni Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling rendah
4 tahun dan maksimal 20 tahun atau denda maksimal 1 miliar.

. Pencegahan fraud adalah upaya yang diambil melalui penetapan
kebijakan yang dapat mencegah ataupun meminimalisir resiko terjadinya
kecurangan yang dapat merugikan suatu organisasi. Oleh karena itu, upaya
utama seharusnya adalah pada pencegahannya. Penetapan sistem, kebijakan
dan prosedur bertujuan untuk menuntun pelaksanaan sudah berjalan sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan terhindar dari penyimpangan yang
memberikan dampak kerugian keuangan negara. Upaya pencegahan juga dapat
dilakukan melalui faktor individual dari setiap perilaku individu yakni
moralitas. Peneliti yang dilakukan (Tasdikul Hairul, 2022) menemukan bahwa

sistem yang digunakan oleh inspektorat dalam pengungkapan fraud meakukan



beberapa fungsi seperti evaluasi, namun demikian berbeda dengan penelitian
Yolivia Nurfadillah, Rasyidah Mustika, Armel Yentifa, 2022) dan (Rina Putri
Rinaldi, R.A. Supriyono, 2022) hasil dari penelitian tersebut menyatakan
bahwasanya peran bupati sangat besar dalam pencegahan fraud dalam
menciptakan serta mengembalikan budaya yang menghargai kejujuran dan
nilai-nilai etika yang tinggi, telah sesuai dengan perannya dalam mencegah
terjadinya fraud.

Berkaitan dengan fraud obyek penelitian ini adalah inspektorat Kota
Pekalongan. Peneliti memutuskan obyek penelitian Inspektorat Kota
Pekalongan dikarenakan Inspektorat Kota Pekalongan mendaptkan penilaian
opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
RI terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan
pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2021. Penghargaan tersebut
merupakan yang ke-tujuh kalinya secara berturut-turut sebagai bukti adanya
transparansi dan akuntabilitas atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepatuhan.
Menurut MCLeod pada tahun 2007. Kepatuhan adalah pengaruh sosial dimana
tindakan ataupun kegiatan individu merupakan respon dari perintah langsung
individu lain sebagai figur otoritas. Kepatuhan terjadi ketika seseorang yang
memiliki otoritas memerintahkan untuk melakukan sesuatu ketaatan dalam
melibatkan hierarki kekuasaan. Teori kepatuhan menjelaskan bahwa perilaku

antikonfrontasi atau kepatuhan adalah sebuh modus bertahan hidup (survival),



bahwa jenis perilaku yang adaptif dan harmonis dengan struktur otoritas
kemasyarakatan yang dapat bertahan (survive). (Hoesada, 2022)., Strain
Theory yang merupakan teorinya bahwa korupsi merupakan suatu perilaku
manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial.

Berdasarakan pemaparan yang sudah diuraikan di atas, penulis telah
melakukan penelitian serta menyajikan laporan skripsi yang berjudul
“Penerapan Fraud Control Plan di Inspektorat Daerah Kota Pekalongan (Studi
pada Inspektorat Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan).

. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, rumusan masalah pada
penelitian ini adalah:
1. Bagaimana penerapan pelaksanaan fraud control plan di Inspektorat Kota
Pekalongan?
2. Bagaimana penilaian atribut fraud control plan di Inspektorat Kota
Pekalongan dalam pencegahan fraud?
3. Kendala apa yang terjadi dalam prosedur penanganan fraud control plan di
Inspektorat Kota Pekalongan?
. Pembatasan Masalah
Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan
dan menjawab rumusan masalah, maka pembatasan masalah sebagai berikut:
1. Obyek penelitian: Inspektorat Kota Pekalongan yang bertempat di Jl.

Sriwijaya No. 44 Pekalongan (0285) 423223.



2. Aspek penelitian: Penerapan Sistem Pencegahan Fraud di Inspektorat Kota
Pekalongan
3. Waktu penelitian: Tahun 2023.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk menganalisis penerapan pelaksanaan fraud control plan di
Inspektorat Kota Pekalongan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penilaian atribut fraud control plan di
Inspektorat Kota Pekalongan dalam pencegahan fraud
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala apa yang terjadi dalam
prosedur penanganan Fraud Control Plan di Inspektorat Kota Pekalongan
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
a. Menjadikan wawasan, dan pengetahuan mengenai fraud control plan
dalam pencegahan fraud
b. Menjadikan seseorang untuk memiliki sikap yang lebih kritis dan analitis
dalam menghadapi suatu masalah dalam dunia bisnis
2. Manfaat Praktis
a. Menjadikan sumber informasi bagi instansi yang dapat dimanfaatkan
dalam meningkatkan sistem pencegahan fraud berupa fraud control plan
b. Dapat menambah informasi dan ide-ide bagi instansi untuk menetapkan

fraud control plan dalam pencegahan fraud.



E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menggambarkan mengenai Latar Belakang Masalah,
Rumusan Masalah, Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat

Penelitian Serta Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, REFERENSI TERDAHULU, KERANGKA

BAB III

BAB IV

KONSEPTUAL

Bagian ini menjelaskan mengenai sistem pencegahan fraud di
inspektorat daerah Kota Pekalongan. menjelaskan refrensi terhalu yang
menjadi sumber dalam menulis serta menggambarkan gambaran
kerangka konseptual.

METODE PENELITIAN

Berisi Pemilihan jenis penelitian, Setting penelitan, subjek penelitian
dan sampel, sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik keabsahan
data, dan metode analisis data.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian yang disesuaikan dengan metodologi, sifat
penelitian serta rencana masalah. Bab ini juga berisi tentang hasil dari

penelitian.



BABV PENUTUP
Bab ini berisi mengenai kesimpulan, rekomendasi ataupun saran.
Bagian akhir ringkasan dari semua penelitian yang terkait dengan
masalah penelitian. Saran atau rekomendasi berisi penggambaran dari

beberapa bab.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan oleh peneliti,
maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fraud Control Plan (FCP) pada Inspektorat Daerah Kota
Pekalongan meliputi konsultansi pengendalian kecurangan yang berisikan
kegiatan sosialisasi, penilaian diagnostik, bimbingan teknis dan evaluasi
atas rencana pengendalian kecurangan pada entitas pemilik risiko
kecurangan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan evektivitas
pencapaian tujuan pembangunan nasional.

2. Pelaksanaan penilaian atribut FCP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana
eksistensi dan implementasi atribut FCP pada Entitas Pemilik Risiko
Kecurangan. Tujuan tersebut dicapai dengan melaksanakan tiga langkah
penilaian yaitu penilaian eksistensi, penilaian implementasi dan validasi.

3. Kendala dalam peran Inspektorat Daerah Kota Pekalongan terhadap
pengimplementasian  adalah minimnya pemahan SDM terhadap
pengimplementasian FCP Inspektorat Daerah Kota Pekalongan dan
Minimnya bukti oleh pelapor dalam melaporkan kasus fraud.

B. Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan pada pengalaman langsung yang dialami peneliti dalam
proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat

menjadi faktor yang harus diperhatikan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dan
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lebih menyempurnakan penelitiannya karena tentunya dalam suatu penelitian

sendiri tentunya memiliki suatu kekurangan yang harus diperbaiki dalam

penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara
lain:

1. Objek Penelitian ini hanya berfokus pada Inspektorat Daerah Kota
Pekalongan, sehingga tidak ada objek pembanding pada penelitian ini.

2. Inspektorat melindungi identitas pelapor dalam menjaga kerahasian atas
kasus fraud yang dilaporkan, sehingga tidak bisa meminta bukti atas kasus
fraud yang diungkapkan

3. Informan dalam wawancara hanya bisa mewawancarai Sekretaris dan
Inspektur Pembantu II1

C. Implikasi Teoritis dan Praktis

Implikasi dari dilaksanakannya penelitian terdapat dua implikasi yaitu

Teoritis dan Praktis yaitu sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Secara teoritis fraud merupakan tindakan yang dilakukan secara
sengaja atau melakukan suatu tindakan kejahatan dengan mempengaruhi
suatu individu untuk melakukan tindakan yang merugikan dan dilakukan
dengan sengaja. Sistem pencegahan fraud pada Inspektorat Kota
Pekalongan menggunakan fraud control yang merupakan tindakan

pencegahan serta pendeteksian sejak dini terhadap fraud.



2.
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Implikasi Praktis

Pengimplementasian FCP mempunyai atribut untuk pencegahan fraud
yang meliputi adanya kebijakan anti fraud, struktur pertanggungjawaban,
manajemen risiko fraud, kepedulian pegawai, kepedulian masyarakat,
sistem pelaporan fraud, perlindungan pelapor, pengungkapan kepada pihak

eksternal, sistem investigasi, serta sistem perilaku disiplin.
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